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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa
setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan
membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada
penyajian informasi kinerja secara akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya
mewujudkan good goverment dan merupakan sebuah pendekatan
management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja
untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna
dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun
laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk
mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk
acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di
tahun - tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang

tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.
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1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1.

10.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 4 November
2024,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 4
November 2024.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara.
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber

daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara menurut jumlah pejabat adalah:

Tabel 1.1
PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DISETARAKAN

NO JABATAN JUMLAH

1 | Kepala Badan 1

2 | Sekretaris 1

3 | Kepala Bidang 5

4 | Kepala Sub Bagian 1

5 | Kepala Sub Bidang 10

6 | Fungsional Disetarakan 7
JUMLAH 25

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

I.

KEPALA BADAN.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan
fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan

penyelenggaraaan Pemerintah.
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I1.

II1.

IV.

SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas
bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi
perkantoran, keuangan dan aset

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kelompok Jabatan Pelaksana

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka
perencanaa anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Anggaran I

2. Kepala Sub Bidang Anggaran II

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4

Kelompok Jabatan Pelaksana

BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan
urusan Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dibantu:

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I

2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4

Kelompok Jabatan Pelaksana

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin seorang
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VI.

VII.

Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun  dan
menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah
daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4

Kelompok Jabatan Pelaksana

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset serta
Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD;

2 Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4

Kelompok Jabatan Pelaksana

BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang
Kepala Bidang yang mempuyai tugas membentu Kepala Badan untuk
urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :
1. Sub Bidang Bina Keuangan I

2. Sub Bidang Bina Keuangan II

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4

Kelompok Jabatan Pelaksana
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1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah

menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan
fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan
penyelenggaraaan Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang
perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;

b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan
aset;

C. penyelenggaran pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang
pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. penyelenggaraan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan rumusan Kkebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan

yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
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menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;

menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
menyelenggarakan petunjuk  teknis pelaksanaan  system
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

menyelenggarakan penetapan SPD;

menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;

menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang
pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait
agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan
selaras;

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari
perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program
dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Sekretariat, Bidang- bidang, pada Badan dengan membandingkan
antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah

ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
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0. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala
Bidang, dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara
preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

p. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang
berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang,
berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara
efesien dan efektif dan tepat waktu;

g. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan
secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar
tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang
berlaku;

r. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan,
kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian
administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
efisien dan efektif;

s. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai
pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Badan
Keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;dan

t. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,
pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah

yang diberikan oleh Gubernur.

1.5. SUMBERDAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada
dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana

diuraikan pada Tabel. 1.2 sebagai berikut :
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Tabel 1.2
REKAPITULASI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN,

GOLONGAN DAN JABATAN
NO URAIAN JUMLAH
1. Jumlah PNS 93
2. Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan
SD -
SLTP -
SLTA 24
D-1 -
D-2 -
D-3 7
S-1 46
S-2 15
S-3 1
3. | Kualifikasi PNS Menurut Golongan
| -
11 11
I11 69
v 13
4. Kualifikasi PNS Menurut Jabatan
Eselon I -
Eselon II 1
Eselon III 6
Eselon IV 18
5 Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin
Laki-Laki 53
Perempuan 40
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JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN

46
24
7

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1
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KUALIFIKASI PNS MENURUT JABATAN

ESSELON |

ESSELON 1l

ESSELON 11l

ESSELON IV

Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin

53
” do

LAKI LAKI PEREMPUAN

60
50
40
30
20

10

1.6. KEUANGAN ORGANISASI

A. Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaanya dimulai dari
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proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaaan hingga
kepada pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan
perundang- undangan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona
pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan
sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor
penunjang.

b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif,
efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan
atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal,
sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

¢. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun
anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan
surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari
pembiayaan. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah
secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-
biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat
dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.

d. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling
lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.

e. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas
tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang
tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja

dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :
a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.
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B.

Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat
dan lini organisasi.

Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen

pemerintahan yang berbasis kinerja.

Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan Penetapan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka

mendukung :
1. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan pembangunan, dan
3. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh

sumber-sumber pendapatan daerah.

Rencana target pendapatan PAD, disusun dengan menggunakan

variabel antara lain :

Kondisi potensi dan/atau data objek pungut dan asumsi
perkembangannya pada tahun berjalan.

Tingkat realisasi pendapatan pada tahun berjalan dan tahun
anggaran berikutnya.

Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.
Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan,

tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.

Karakter dari masing-masing jenis pungutan.

Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil
bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.

Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan
bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih

rasional.
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C. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang
dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran
yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas
bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang

APBD.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa

A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :
1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer.
A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan

6. Belanja Bantuan Sosial.
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A.2. Belanja Modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk
memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

A.3. Belanja Tidak Terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

A.4. Belanja Transfer : merupakan pengeluaran wuang dari
pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kuwalitas
pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar
pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian
kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu
meliputi :

1. Melakukan upaya terus menerus untuk terciptanya Good
Governance dan Clean Government dengan dukungan aparatur yang
bersih.

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses,
pemerataan pada pendidikan dan pelatihan.

3. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan
permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing

SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

D. Kebijakan Di Bidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah
pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : sisa
perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan. Sedangkan
sumber pengeluaran daerah meliputi : pembiayaan hutang pokok yang jatuh
tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih

perhitungan anggaran tahun berjalan.
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Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :
1. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.

2. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam

pembiayaan pembangunan.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun
2024 - 2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD
Tahun 2019- 2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD setelah
pilkada serentak di tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi
kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dampaknya dari sisi
perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki
dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan
misi kepala daerah terpilih. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2024-2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau
dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan
diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai
dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar
penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2024- 2026 dilakukan berdasarkan isu strategis
daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi dan analisis
sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat,
dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan
dan sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 sebagai

berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan target yang ingin dicapai adalah
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2026 sebesar
73,25 - 73,75 poin, dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

a. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan;
b. Meningkatnya Derajat Kesehatan;
c. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan target yang ingin dicapai

adalah peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan Tahun 2026

El(l\n L K I P | LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH




sebesar 5,40-5,60 persen, Inflasi yang terjaga sampai dengan Tahun 2026 dikisaran

2,5+1% dan Gini Rasio dengan target sampai dengan tahun 2026 sebesar 0.3200,

pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

a.
b.
C.

d.

Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat;
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
Meningkatnya Kesejahteraan Petani;

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan dengan

target yang ingin dicapai adalah Indeks Infrastruktur dengan target yang ingin

dicapai sampai dengan Tahun 2026 sebesar 0,819 % dan Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca dengan target yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 sebesar

31,64 Juta Ton CO2eq, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 6

(enam) sasaran yaitu :

a.
b.
C.

d.

e.

f.

Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi;

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman;

Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan;
Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah;

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan target

yang ingin dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2026

adalah sebesar 75 poin Kategori BB. Pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan

dengan 6 (enam) sasaran yaitu :

a.

Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Meningkatnya pelayanan publik yang prima;

. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan.
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2.1.1. Tujuan Strategis

Yang menjadi tujuan strategis Badan Keuangan dan Aset Daera
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 adalah:

“Meningkatnya Keberlanjutan AKkuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah®.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Utara secara cepat dan tepat.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai
sasarannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
yang terukur. Adapun Tujuan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset
Daera sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026
adalah:

“ Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam
bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk

memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub

El(l\n L K I P | LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH




kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian
dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi
organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provsu adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel;
2. Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas;
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

2.1.3. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis guna perbaikan Kkinerja serta peningkatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah 2024 yang

berkaitan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ;

Penetapan APBD;

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun;

Persentase SK  Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan

i » W N

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.
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2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara
PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah Perjanjian kinerja
adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
Indikator Kineryja.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian
kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja
utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan
Kinerja pada Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran
Strategis yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel;

b. Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas;

c. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.
Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta

program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera
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Utara Tahun 2024. Keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian
Target Kinerja yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir,
yang selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini . Adapun Perjanjian Kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tersebut

adalah pada Tabel berikut ini.
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Tabel. 2.1

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2024

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP
MENINGKATNYA KUALITAS Tepat
I. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD W it
YANG AKUNTABEL axtu
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban V'I\}ziit
Pelaksanaan APBD v
1. | MEWUJUDKAN PENATAAN DAN Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun 100%
PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P. APBD
[II. | PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100%
KOTA Kabupaten / Kota

BKAD
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Tabel 2.2

DEFINISI OPERASIONAL

BKAD PROVINSI SUMATERA UTARA

NO

INDIKATOR KINERJA

DEFINISI OPERASIONAL

PENANGGUNGJAWAB

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini atas hasil pemeriksaan laporan
keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK
RI Perwakilan Provsu

BKAD

Penetapan APBD

1. Sesuai Pasal 117 PP Nomor 12 Tahun
2019 menyatakan bahwa Penetapan
R.Perda tentang APBD dan R.Perkada

tentang Penjabaran APBD paling lambat
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
2. Penetapan Perubahan APBD sesuai pasal
179 PP Nomor 12 Tahun 2019 paling
lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran
berkenaan berakhir.

Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah BKAD
Provsu

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Sesuai Pasal 190 PP Nomor 12 Tahun 2019
bahwa Laporan keuangan Pemerintah
Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah
melalui sekretaris daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah BKAD Provsu

BKAD
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NO INDIKATOR KINERJA DEFENISI OPERASIONAL PENANGGUNGJAWAB
Jumlah laporan aset yang tersedia x100% Bidang Aset BKAD
II. | 5. | Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun ) Provsu
Jumlah laporan aset yang harus tersedia
_ 1 SK Gul ; : -
Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, ml K - lesai x 100 Bidang Bina
. Jumlah SK Gubsu yang Keuangan Daerah
IIl. | 6. | P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kab /Kota BKAD
APBD Kab/Kota p
rovsu
BIKAD

L KI P LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH




2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka Badan Pengelolaan

Keuuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memyusun anggaran

Kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur

antara lain :

1.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada

tanggal 4 November 2024;

Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun

2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

pada tanggal 4 November 2024.

Adapun anggaran sesuai program dan kegiatan yang telah

ditetapkan sesuai Tabel 2.2.

Tabel 2.2

ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 30.533.524.464
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
A Perangkat Daerah 81.706.000
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.014.547.464
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
C Daerah 5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 687.450.000
E Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.386.028.820
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
F Urusan Pemerintah Daerah 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
G Daerah 3.729.612.180
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
H Urusan Pemerintah Daerah 629.180.000

BKAD
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BKAD

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

10.842.019.438

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

Daerah

4.421.186.450

Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota

1.574.315.300

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

1.940.708.398

Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi dan

1.961.780.550
Pelaporan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
262.053.040
Keuangan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 681.975.700

Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

3.953.635.149

Pengelolaan Barang Milik daerah

3.953.635.149

LKIP |
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BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja
yang direncanakan terjadi dengan kinerja yang terlaksana. Pengumpulan
data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat,
lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan
keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa
meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi
dan efektivitas.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan
dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan
indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data,

penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator
Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaras
antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus
memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai
dengan kurun waktu tertentu.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

BKAD
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kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis
organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu
ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

C. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja
yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi
pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi
Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan
manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2024 ini,
dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan
bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang secara sistematis
didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2024,
Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data
tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-
unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya,
dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini.
D. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan
metode pembandingan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang
diinginkan dengan Realisasi Kinerja (performance result) yang dicapai pada
Tahun 2024.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan
pada Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2024, akan
menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan

rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :
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CK= RK X 100% Keterangan : CK = Capaian Kinerja
TK RK = Realisasi Kinerja
TK = Target Kinerja

E. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian
target kinerja dengan relaisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus di atas,
sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian
Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja. Selanjutnya hasil pengukuran
kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan sekaligus menginformasikan tentang
tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan
serapan anggaran atau realiasi anggaran dari masing-masing program,

kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator
kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja
terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran

dengan cara :

Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024;

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja

dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.
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Sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja dapat dirinci

sebagai berikut Tabel 3.1 .

Tabel 3.1
Pengkategorian dan Pemeringkatan Capaian Kinerja

No. INTERVAL TINGKAT PREDIKAT/
CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1. 0-35 % SANGAT KURANG
2. 36 —55% KURANG
3. 56 - 65 % CUKUP
3. 66 —85 % BAIK
4, > =86 % SANGAT BAIK

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh BKAD Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai
ukuran keberhasilan dari kinerja BKAD Provinsi Sumatera Utara beserta

target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut Tabel 3.2 .
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Tabel. 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BKAD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

SASARAN PREDIKAT/
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP 100% S‘?BI\II%(I;I?T
MENINGKATNYA
KUALITAS SANGAT
0,
L | PENGELOLAAN Penetapan APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu 100% BAIK
KEUANGAN DAERAH
. SANGAT
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu | Tepat Waktu 100%
BAIK
Pelaksanaan APBD
MEWUJUDKAN
PENATAAN DAN ANGA
I PENGELOLAAN ASET Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun 100% 100% 100% S gﬁIKT
YANG BERKUALITAS
MENINGKATNYA
gIEZIQLéIITl;II?A:SAN Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, SANGAT
II1. P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 100% 92,93% 92,93%
PENGELOLAAN APBD Kab /Kot BAIK
KEUANGAN ab/Kota
KABUPATEN/KOTA
BKAD LKIP | Boie e




Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dalam 5 (lima)
indikator. Pada tahun 2024, Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Opini WTP Tahun 2021 dari target
Opini WTP atau sebesar 100% dari target, sedangkan Indikator Penetapan APBD
juga telah memenuhi target Tepat Waktu dari target yang ditetapkan Tepat
Waktu atau sebesar 100% dan pada Indikator Penetapan Laporan
Pertanggungjawaban telah memenuhi target Tepat Waktu dari target Tepat
Waktu atau sebesar 100%. Sementara itu, Indikator Persentase Laporan Aset
Daerah yang disusun telah memenuhi target 100% dari target yang ditetapkan
100% atau sebesar 100%. Untuk Indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi
APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota juga telah
mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% atau sebesar

100%.

Dari kelima indikator di atas, 4 (empat) indikator telah memenuhi
target dan 1 Indikator belum memenuhi target yaitu Indikator Persentase
SK Gubsu atas Evaluasi APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota. Pencapaian tersebut disebabkan permasalahan

antara lain :

a. Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak mencapai
kesepakatan bersama dalam pembahasan Rancangan Perubahan
APBD TA 2024. Daerah dimaksud yaitu Kabupaten Toba,
Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematangsiantar dan

Kota Padangsidimpuan.

Dari Tabel 3.2 diatas disampaikan bahwa capaian kinerja antara lain :
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.
Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA. 2023 : Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan data dukung Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan BPK RI Nomor 54.A/LHP/XVII.LMDN/05/2024 tanggal
27 Mei 2024.

2. Penetapan APBD.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan Kesepakatan

32
BKAD LKIP | R everinran




Bersama Perubahan KUA TA. 2024 Nomor 900.1.1/9015.1/2024 dan
05/PK/DPRD-SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Kesepakatan Bersama
Perubahan PPAS TA. 2024 Nomor 900.1.1/9015.2/2024 dan 06/PK/DPRD-
SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

a. APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan Kesepakatan Bersama
KUA TA. 2025 Nomor 900.1.1/9014.1/2024 dan 03/PK/DPRD-SU/2024
tanggal 23 Agustus 2024 dan Kesepatan Bersama PPAS TA. 2025 Nomor
900.1.1/9014.2/2024 dan 04/PK/DPRD-SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan APBD
Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Nomor 5 Tahun 2024 pada tanggal 4
November 2024.

c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Nomor 29 Tahun 2024 pada tanggal
4 November 2024.

d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Tahun 2025
telah ditetapkan dengan Nomor 7 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember
2024.

e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran APBD Tahun
2025 telah ditetapkan dengan Nomor 37 Tahun 2024 pada tanggal 27
Desember 2024

3. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Sumatera Utara.

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada
tanggal 23 September 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 22 Tahun Anggaran 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 23 September 2024.
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Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun.

Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun setiap bulan
sejak Januari s/d Desember 2024. Target 12 buku laporan periodik dan
realisasi 12 buku laporan periodik.

Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.

a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 sebanyak 33 SK yaitu
Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang
Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat,
Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat,
Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi,
Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kota
Sibolga, Kota Gunungsitoli;

b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan APBD
TA. 2023 sebanyak 26 SK dan 7 daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD TA. 2024 yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan.

c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang APBD Tahun 2024
Kabupaten/Kota telah dilakukan evaluasi dan diterbitkan 33 SK yaitu
Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang
Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat,
Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten

Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli
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Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat,
Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi,
Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kota

Sibolga, Kota Gunungsitoli

3.2. PERBANDINGAN CAPAJAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN
2022, DAN 2021.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, 2022
dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.
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Tabel. 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BKAD PROVSU
TAHUN 2024 DENGAN 2023, 2022 DAN 2021

TAHUN 2024 TAHUN 2023 [LAHUNE2022 TAHUN 2021
NO SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Opini BPK WTP Proses Proses WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP 100%
1 terhadap Laporan
Keuangan
MENINGKATNYA
ggﬁé}i{%SLAAN Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100%
2 |Penetapan APBD Wakt Wakt Wakti Wakt
1. [KEUANGAN DAERAH P ax axt axtu Kt
Penetapan Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100% Tepat Tepat Waktu 100%
Laporan Waktu Waktu Waktu Waktu
3 [Pertanggung
jawaban
MEWUJUDKAN Persentase
PENATAAN DAN Laporan Aset
2. |PENGELOLAAN ASET Daerah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IYANG BERKUALITAS | 4 |disusun
Persentase SK
MENINGKATNYA Gubsu atas
KUALITAS Evaluasi APBD,
PEMBINAAN P.APBD dan 0 0 92.93% 0 0 0 o o ) o ) )
3. [PENGELOLAAN 5 |Pertanggungjaw 100% 92,93% ,95% 100% 95,96% 95,96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KEUANGAN aban Pelaksanaan
KABUPATEN/ KOTA IAPBD
Kab/Kota
Bl(l\n L KI P | LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH




Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan antara lain :

. Dari indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sejak tahun 2021

atas hasil Laporan Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023
atas hasil Laporan Keuangan tahun 2023 memperoleh opini WTP. Pada
Tahun 2024 memperoleh opini WTP ke- 10 kali atas Laporan Keuangan
Tahun 2023. Capaian rata-rata adalah 100% atau kategori sangat baik.

. Pada indikator Penetapan APBD sejak tahun 2021 sampai dengan tahun

2024 dengan target masing-masing setiap tahun adalah Tepat Waktu.
Capaian rata-rata pada setiap tahun adalah terlaksanya Tepat Waktu

dengan persentase 100% atau kategori sangat baik.

. Sedangkan indikator Penetapan Laporan Pertanggungjawaban

capaiannya sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terlaksana Tepat Waktu
atau kategori sangat baik sesuai dengan target pelaksanaannya yaitu Tepat

Waktu .

. Berkenaan dengan indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang

disusun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 capaian 100%
atau kategori sangat baik dari target yang ditetapkan setiap tahunnya

adalah 100%.

. Terkait indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sejak tahun 2021
sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi

setiap tahunnya adalah 92,93% atau kategori sangat baik.
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3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BKAD TAHUN 2019-2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka mengah

dalam Renstra BKAD tahun 2019-2023 sesuai dengan tabel 3.4.
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Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BKAD TAHUN 2019-2023

S;’gg;g:i;ig‘;ag‘ip 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MENINGKATNYA
KUALITAS
1. | PENGELOLAAN Penetapan APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KEUANGAN
DAERAH
g:ft‘:‘;ag‘;?l;isv‘;fa’:l 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MEWUJUDKAN
PENATAAN DAN
2. | PENGELOLAAN Persentase Laporan Aset
; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ASET YANG Daerah yang disusun
BERKUALITAS
MENINGKATNYA Persentase SK Gubsu
KUALITAS .
atas Evaluasi APBD, : :
PEMBINAAN P.APBD dan : :
3. | PENGELOLAAN P;ertan ungiawaban 100% 100% 100% 100% : 9596% : | 92,93% 92,93%
KEUANGAN Pelaksgﬁaafl]APBD : :
KABUPATEN/ Kab,/Kota
KOTA
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Pada Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target
jangka menengah dalam Renstra BKAD tahun 2019-2023 antara lain :

1. Capaian rata-rata indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada
akhir Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%;

2. Pada capaian rata-rata indikator Penetapan APBD pada akhir Renstra

sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%;

3. Untuk capaian rata-rata indikator Penetapan Laporan
Pertanggungjawaban pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2024

sebesar 100%;

4. Capaian rata-rata indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun

pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2023 sebesar 100%;

5. Dan capaian rata-rata indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD,
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
/ Kota pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 92,93%.

3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR
NASIONAL.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai
perangkat daerah yang mengurus urusan tata kelola pemerintah terkait
pengelolaan keuangan dan aset tidak memiliki standar nasional pada tahun

2024.
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3.5. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana
capaian kinerja diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja,
target kinerja beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama

kurun waktu tahun 2024.

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan
dengan penyajian capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2024 pada setiap pernyataan
kinerja masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target

Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja

tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis, Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang
merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;

2. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai
dari masing- masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu
Tahun 2024.

3. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja

4. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian

Realisasi dengan target kinerja.

Berikut akan diuraikan Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Strategis pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang tingkat kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-1

tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian

kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :
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3.5.1. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai
Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada
tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI %

1. Persentase Pelaksanaan
Pengelolan Keuangan Daerah
sesuai Ketentuan dan Peraturan
Perundang -undangan

100% 100% 100

Pada Tabel.3.5 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan Pengelolan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan targetnya sebesar 100 persen dan realisasi
sebesar 100 persen atau capaian kinerja 100%. Capaian Kinerja Organisasi
Tahun 2024 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau
dengan kategori sangat baik.

BKAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2024 telah
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

a. Penganggaran : menyusun anggaran pendapatan dan belanja
sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;

b. Pelaksanaan : penerimaan pendapatan dari sumber-sumber
pendapatan dan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan;

c. Penatausahaan : pencatatan dan pendokumentasian transaksi
pendapatan dan belanja;

d. Pelaporan : penyusunan laporan realisai pendapatan dan realisasi
belanja;

e. Pertanggungjawaban : menyusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan pendapata dan belanja, dan

f. Pengawasan Keuangan Daerah ; melakukan monitoring atau

rekonsiliasi data.
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Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 antara lain:

Tabel 3.6
FORMULASI CAPAIAN KINERJA

FORMULASI TARGET | REALISASI
(1) (2) (3)
(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia) 100% 100%

(Jumlah Dok. Anggaran yang X 100%

harus tersedia)

Adapun dokumen anggaran yang harus tersedia antara lain :

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA);

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Semenrtara (PPAS);

3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Perubahan Rencana Kerja Anggaran
(RKA);

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
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Dokumen anggaran yang dapat terlaksana pada tahun anggaran tahun

2024 antara lain:

BIKAD

1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-
masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bulan
Januari 2024;

2. Terlaksananya penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/9015.1/2024 dan
05/PK/DPRD-SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

3. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/9015.2/2024 dan
05/PK/DPRD-SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;

4. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-

masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bulan Juli
2024;

5. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 4 November 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

6. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 4 November 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

7. Tersusunnya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada
bulan September 2024;

8. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/9014.1/2024 dan
03/PK/DPRD-SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Kebijakan
Umum Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

9. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.1/9014.2/2024 dan 04/PK/DPRD-
SU/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;

10. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bulan Juli 2024;
11.Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12.Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 37 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025.

Realisasi capaian kinerja untuk Sasaran-1 adalah :

( Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia )

= X 100%
( Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia )

= 12 Dokumen

12 Dokumen

X 100%

= 100%
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Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara juga
menyusun Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 tanggal
23 September 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 22
Tahun Anggaran 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 September 2024. Hasil Opini Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) untuk yang ke 10 Kkali.

SASARAN STRATEGIS 2 : MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN
ASET YANG BERKUALITAS

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan
Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas di Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator Kkinerja sebagai
instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari
Sasaran Strategis ke-2 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang
mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai

berikut :

3.5.2 LAPORAN ASET DAERAH YANG DISUSUN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada

tabel berikut :
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Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI %
Laporan Aset Daerah Yang Disusun 100% 100% 100

Pada Tabel.3.7 di atas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja BMD
dikelola dengan targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 atau
capaian 100%. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 pada Indikator ini

mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan

Aset Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah,
Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

2. Melaksanakan Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja
Langsung;

3. Melaksanakan Penetapan dan Pengalihan Status BMD;

Melaksanakan Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan
Aplikasi Simbada Barang Milk Daerah;

5. Melaksanakan Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang
Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;

6. Melaksanakan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah Provsu;

7. Melaksanakan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik
Pemprovsu;

8. Melaksanakan Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas

Daerah;

BKAD L K I P| LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH




9. Melaksanakan Pengamanan Aset Milik Pemprovsu yang
bermasalah;

10. Melaksanakan Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu
untuk Bahan Neraca Per 31 Desember:

11. Melaksanakan Apel Kenderaan Dinas roda empat (4) di
lingkungan Pemprovsu.

12. Melakukan Lelang Kenderaan Dinas Roda Empat (4) dan Roda
Dua (2).

13. Melakukan Update Aplikasi Simbada Online dengan penggunaan
QR-Kode.

Regulasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 antara lain :

Tabel. 3.8
FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI [EaRCRE REALISASI
(1) (2) (3)
Laporan Data Aset Daerah sesuai 7 laporan 7 laporan
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
Update Aplikasi Simbada berbasis 100% 100%
online

Penyusunan Laporan Data Aset Daerah mengacu padaPeraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Data dokumen aset diperoleh dari
Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi

lainnya.
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Pada Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah maka jumlah laporan
yang disusun memiliki target sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :
a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
b) Laporan Persediaan Barang;
c) Laporan Penghapusan;
d) Laporan Inventaris;
e) Neraca;
f) Laporan Penyusutan; dan

g) Laporan BMD

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah yang
disusun menghasilkan capaian 100 % yang terdiri dari 7
(tujuh) dokumen yaitu :

a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
b) Laporan Persediaan Barang;

c) Laporan Penghapusan;

d) Laporan Inventaris;

e) Neraca;

f) Laporan Penyusutan; dan

g) Laporan BMD

Pada Pengelolaan Barang Milk Daerah telah digunakan Aplikasi
Simbada berbasis online dimana seluruh pendataan aset dilakukan dengan
aplikasi. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Simbada BMD ialah Untuk
mempermudah penatausahaan Barang Milik Daerah dari pengadaan sampai
penghapusan untuk aset tetap dan persediaan.

Data yang disajikan pada Aplikasi Simbada antara lain :

1. KIBAs/dKIBF

2. Persediaan Barang
- Buku Persediaan
- Buku Penerimaan
- Buku Pengeluaran

- Rekap Persediaan
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Laporan Penghapusan

- Daftar Usulan Penghapusan

- Lampiran SK Penghapusan

Laporan Inventaris

- Rekap Mutasi

- Laporan Mutasi

- Mutasi Rinci

- Daftar Aset Menurut Kondisi

- Buku Inventaris

- Rekap Buku Inventaris

- Daftar Kenderaan

- Rekap Kenderaan Rincian Barang

Akuntansi

- Mutasi Neraca dan Neraca Perubahan

- Rekap Neraca Aset

- Rincian Barang Ke Neraca

- Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin

- Penyusutan KIB C Gedung dan Bangunan
http://simbada.sumutprov.go.id/ dashboard/grafik.html

- Penyusutan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya

- Penyusutan Amortisasi (Aset Tak Berwujud)

- Rekapitulasi Penyusutan

- Rincian Barang Penyusutan (2 digit)

- Rincian Barang Penyusutan (4 digit)

Sedangkan Indikator Jumlah Tanah yang bersertifikat untuk

pengamanan aset daerah dilakukan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat

Tanah Milik Pemprovsu. Total Tanah Pemprovsu yang belum bersertifikat

sebanyak 950 persil,

sampai dengan akhir Tahun 2023 yang telah

bersertifikat sebanyak 217 persil. Pada Tahun 2023 ditargetkan tanah yang

disertifikat sebanyak 84,42% dan realisasi tanah yang sudah disertifikat
adalah 22,849%.
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http://simbada.sumutprov.go.id/

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN
PENGELOAAN KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Mengingat capaian indikator kinerja
sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/
kegagalan dari Sasaran Strategis ke-3 tersebut, kemudian perlu dianalisis
hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut,

yaitu sebagai berikut :

3.5.3 PERSENTASE PELAKSANAAN EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada

tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI %

1. Persentase Pelaksanaan Evaluasi

APBD Kabupaten/Kota 99 SK 92 SK 92,93

Pada Tabel.3.9 di atas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase
Pelaksanan Evaluasi tentang rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD
dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
tepat waktu targetnya sebesar 99 SK dan realisasi sebesar 92 SK atau
capaian 92,93% . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada Indikator ini
mencapai angka pada level 92,93% atau dengan kategori sangat baik.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah
disesuaikan dengan jumlah rancangan APBD, rancangan P.APBD dan
rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang

berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 33 Kabupaten/Kota yang
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dievaluasi. Terkait dengan jumlah rancangan perda APBD, P.APBD dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten/Kota se
Sumatera Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah
99 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 antara lain :

Tabel. 3.10
FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI TARGET | REALISASI
(1) (2) (3)
(Jumlah SK Gubsu tentang ABPD Kab/Kota) x 100% 33 x100% 100% 100%
(Jumlah Kab/kota) = 33
(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota) x100% = _26 x100% 100% 78,79%
(Jumlah Kab/Kota) 33

(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota) x100% =_33  x100% 100% 100%
(Jumlah Kab/Kota) 33

Adapun batas waktu untuk menyampaikan rancangan APBD
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 adalah tanggal 31 Desember 2023
sedangkan untuk  penyampaian rancangan perubahan APBD
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 adalah tanggal 30 September
2024. Sedangkan batas waktu penyampaian rancangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah tanggal 31
Juli 2024.

Kabupaten/Kota yang menyampaikan dokumen rancangan APBD,
rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara untuk dievaluasi adalah sebagai berikut :
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PO N 0w

15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.

Kota Medan

Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Batubara

Kota Tanjung Balai Utara
Kabupaten Labuhanbatu

. Kabupaten Simalungun

Kabupaten Samosir
Kabupaten Tapanuli Utara
Kota Sibolga

Kota Padang Sidempuan
Kabupaten Padang Lawas
Kota Gunung Sitoli
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Pak-pak Bharat
Kota Pematang Siantar

Kota Binjai

2. Kabupaten Deli Serdang

4. Kota Tebing Tinggi

6. Kabupaten Asahan

8. Kabupaten Labuhanbatu
10. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Kabupaten Toba

14. Kabupaten Humbang Hasundutan
16.Kabupaten Tapanuli Tengah
18.Kabupaten Tapanuli Selatan

20. Kabupaten Mandailing Natal

22. Kabupaten Padang Lawas Utara
24. Kabupaten Nias

26. Kabupaten Nias Utara

28. Kabupaten Karo

30. Kabupaten Dairi

32. Kabupaten Langkat
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3.5.4. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya yaitu mengevaluasi

capaian kenerja dengan capaian kenerja tahun sebelumnya. Perbandingan

antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu

perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun

2023. Adapun perbandingannya antara lain :

LKIP|

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
NO CAPAIAN CAPAIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN
FORMULASI TAHUN 2024 2023
e TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | %
1. |Jumlah Dokumen
KUA dan PPAS pada 4 4 100 4 4 100
APBD dan dokumen dokumen dokumen dokumen
Perubahan APBD
yang disusun
2. | Jumlah Dokumen
RKA dan 98 98 100 98 98 100
Perubahan RKA dokumen dokumen dokumen dokumen
yang diverifikasi
3. Lumlsh ngﬁmegll%P]fD 2 2 100 2 2 100
an rerubahan dokumen dokumen dokumen dokumen
yang disusun
4. | Jumlah
DPA/DPPA/DPAL 98 98 100 98 98 100
SKPD/PPKD yang dokumen dokumen dokumen dokumen
diverifikasi
Jumlah Laporan
5. | Pertanggungjawaban 1 1 100 1 1 100
Pelaksanaan Pemerintah| dokumen dokumen dokumen dokumen
Daerah
6. | Laporan Data Aset
Daerah sesuai SAP 7 7 100 7 7 100
Laporan Laporan Laporan Laporan
7. | Aplikasi Simbada
berbasis online 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi 1 aplikasi 100
8. | Jumlah SK Gubsu
tentang APBD Kab/Kota | 33 SK 33SK 100 33 SK 33 SK 100
9. | Jumlah SK Gubsu
tentang Perubahan 33 SK 26 SK 78,79 33 SK 33 SK 100
APBD Kab/Kota
10.| Jumlah SK Gubsu
tentang 33 SK 33 SK 100 33 SK 33 SK 100
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
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1. Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Pada APBD Dan Perubahan APBD
Yang Disusun

Grafik 1.

Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
Sasaran Strategis -1

DOKUMEN KUA/PPAS DAN PERUBAHAN
KUA/PPAS
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CAPAIAN PERSENTASE KUA/PPAS DAN
PERUBAHAN KUA/PPAS
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2024
dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100% dan
Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.9 target adalah 4 dokumen dan
realisasi 4 dokumen dengan persentase 100%. Penyusunan KUA dan PPAS

APBD 2 Dokumen dan KUA Dan PPAS Perubahan APBD 2 Dokumen.

b. Capaian Kinerija :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi
kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada

Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat
baik.
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2. Jumlah Dokumen RKA Dan Perubahan RKA Yang Di Verifikasi

Grafik 2.

Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
Sasaran Strategis -1

DOKUMEN RKA DAN PERUBAHAN RKA

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 2023

B TARGET mREALISASI

CAPAIAN PERSENTASE RKA DAN PERUBAHAN RKA

100%
75%
50%

25%

0%
2023 2022

H Target M Realisasi

INSTANSI PEMERINTAH

BIKAD L K I P| LAPORAN KINERJA




a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Tahun

2024 target adalah 84 dokumen dan realisasi 84 dokumen dengan capaian
kinerja 100% dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.11 target Tahun
2022 adalah 84 dokumen dan realisasi 84 dokumen dengan persentase
100%. RKA APBD sebanyak 42 dokumen dan Perubahan RKA APBD
sebanyak 42 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi Kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.
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3. Jumlah Dokumen APBD Dan Perubahan APBD Yang Disusun

Grafik 3.
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis -1
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2024

target adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja
100%. Dan pada Target Tahun 2023 adalah 2 dokumen dan realisasi 2
dokumen dengan persentase 100%. APBD murni 1 dokumen dan Perubahan

APBD 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.
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4. Jumlah Dokumen DPA Dan Perubahan DPA Yang Diverifikasi

Grafik 4.

Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 Sasaran Strategis -1
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2024
target adalah 84 dokumen dan realisasi 84 dokumen dengan persentase
100% dan Tahun 2023 dengan target adalah 84 dokumen dan realisasi 84
dokumen dengan persentase 100%. DPA yang diverifikasi sebanyak 42
dokumen dan perubahan DPA sebanyak 42 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.
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5. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemerintah Daerah

Grafik 5.

Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
Sasaran Strategis -1
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2023

target adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase
capaian kinerja 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2022 adalah
1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase 100%. Realisasi
kegiatan adalah penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

2023 sebanyak 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.

6. Laporan Data Aset Daerah Daerah Sesuai SAP
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Grafik 6.
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2023
target jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun adalah 7 laporan
dan realisasi sebanyak 7 laporan dengan persentase 100% dan dapat dilihat
pada Target Tahun 2022 adalah 7 laporan dan realisasi 7 laporan dengan
persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah Jumlah jenis Laporan Data Aset

Daerah yang disusun sebanyak 7 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :
Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.

7. Jumlah SK Gubsu Tentang APBD Kabupaten/Kota

Grafik 9.
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2024
Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun
2023 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun
2022 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi
Surat Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.
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8. Jumlah SK Gubsu Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Grafik 10.

Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
Sasaran Strategis -3
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2023
Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun
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2023 realisasi kinerja tidak mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun
2023 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi
Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota sebanyak 33
SK.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

pada Indikator ini mencapai angka pada level 78,79% atau dengan kategori

sangat baik.

BKAD LAPORAN KINERJA
S L KI P INSTANSI PEMERINTAH




9. Persentase Surat Keputusan Gubernur Tentang
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Yang Dievaluasi Tepat
Waktu

Grafik 11.
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
Sasaran Strategis -3
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022.
Dari Tabel 3.11 dan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022
Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun
2022 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun
2023 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Surat
Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota sebanyak 33 SK atau 33 Kab/Kota.

b. Capaian Indikator Kinerja :
Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja
sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 pada Indikator

ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.
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PERMASALAHAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA antara lain:

1. Dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS masih terdapat penyusunan

program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Pada penyusunan RKA masih terdapat penyusunan rincian sub

kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Untuk penyusunan DPA masih terdapat penyusunan pembagian
anggaran per triwulan yang tidak sesuai dengan waktu membutuhkan

anggaran atau pelaksanaan kegiatan.

4. Saat proses penetapan APBD terdapat tahapan dalam rangka

penyusunan Perda dan Perkada yang panjang.

5. Terdapat data perangkat daerah terkait, Kantor Perbendaharaan Kas

Negara dan Taspen tidak sesuai dengan data pada Kas Daerah.

6. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan terdapat masih
kurangnya SDM Penyusunan laporan dan masih ada perangkatdaerah

yang terlambat menyampaikan laporan.

7. Dalam rangka evaluasi APBD Kabupaten/Kota terdapat konsep
dokumen APBD Pemkab/Pemko belum sempurna, adanya
permasalahan internal penyusunan dokumen APBD Pemkab/Pemko,
dan konsep dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pemkab/Pemko belum sempurna.

8. Dalam rangka evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota, terdapat
empat Kabupaten/Kota yang tidak mengajukan Perubahan APBD. Hal

ini disebabkan :

a. Rendahnya realisasi pendapatan Kabupaten/Kota sampai pada laporan

semester pertama.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota telah memprediksikan pembangunan dala satu

tahun pada saat penyusunan APBD dengan alasan keterbatasan anggaran.

9. Pendataan aset yang tidak lengkap sehingga terdapat perbedaan data
perangkat daerah dan BKAD.
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10. Dalam rangka pensertifikatan tanah :
b. Tidak adanya tapal batas yang jelas dengan jiran batas tanah.

c. Adanya gugatan dari ahli waris terhadap tanah yang telah

dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
d. Adanya persil tanah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung
e. Belum adanya ganti rugi terhadap tanah yang berasal dari PTPN

f. Terjadinya pencatatan ganda di KIB pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota

11. Banyak terdapat barang yang rusak tidak dilakukan penghapusan.
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RENCANA AKSI/SOLUSI ATAS PERMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA
YANG AKAN DICAPAI PADA TAHUN 2024 antara lain :

1. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada perangkat daerah dalam

rangka penyusunan KUA dan PPAS, RKA dan DPA.

2. Melakukan koordinasi dan pendekatan secara interaktif dengan DPRD

dan Pemerintah Pusat dalam rangka penetapan APBD.

3. Melakukan rekonsiliasi data kepada perangkat daerah, kantor

perbendaharaan kas negara dan Taspen untuk penyesuaian data.

4. Meningkatkan SDM penyusun laporan keuangan dan mendorong

perangkat daerah agar segera menyampaikan laporan keuangan.

5. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka penyusunan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta memfasilitasi

permasalahan internal Pemkab/Pemko.

6. Melakukan pembinaan, koordinasi dan rekonsiliasi dengan perangkat

daerah dalam rangka pendataan barang milik daerah.

7. Melakukan pembaharuan dan pensertifikatan tanah untuk pengamanan

aset tanah pemprovsu.

8. Melakukan penghapusan atas aset-aset yang rusak berat dan telah

memenuhi persyaratan waktu untuh dihapus.
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3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada

tabel 3.12 antara lain :

BIKAD LKIP|

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH




TABEL 3.12

ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2024

TARGET | REALISASI | CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN | EFISIENSI

NO | PROGRAM/KEGIATAN KINERJA | KINERJA

1 | PROGRAM PENUNJANG 100% 100% 100% 38.543.956.864 35.013.970.698 90,84 3.529.986.166
URUSAN PEMERINTAH

A | Perencanaan, Penganggaran 100% 100% 100% 202.728.000 99.825.000 49,24 102.903.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

B | Administrasi Keuangan 100% 100% 100% 19.990.734.446 18.740.277.466 93,74 1.250.456.980
Perangkat Daerah

C | Administrasi Barang Milik 100% 100% 100% 319.561.600 315.929.100 98,86 3.632.500
Daerah pada Perangkat
Daerah

D | Administrasi Kepegawaian 100% 100% 100% 894.561.600 576.882.600 64,49 317.679.000
Perangkat Daerah

E | Administrasi Umum 100% 100% 100% 5.946.143.818 5.104.216.310 85,84 841.927.508
Perangkat Daerah

F | Pengadaan Barang Milik 100% 100% 100% 4.100.000.000 4.047.058.400 98,71 52.941.600
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

G | Penyediaan Jasa Penunjang 100% 100% 100% 4.662.710.400 4.073.491.252 87,36 589.219.148
Urusan Pemerintah Daerah

H | Pemeliharaan Barang Milik 100% 100% 100% 2,427.517.000 2.056.290.570 84,71 371.226.430
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

100%

100%

100%

3.126.953.427.041,00

3.103.225.833.356,55

99,24

23.727.593.685,45

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

100%

100%

100%

5.058.581.595

4.799.862.942

94,89

258.718.653

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

100%

100%

100%

1.884.342.240

1.694.157.247

89,91

190.184.993

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

100%

100%

100%

3.622.230.063

3.352.110.153

92,54

270.119.910

Koordinasi dan Pelaksanan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

100%

100%

100%

3.335.154.080

2.522.670.734

75,64

812.483.346

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

100%

100%

100%

3.111.742.422.367,00

3.089.589.247.157,55

99,29

22.153.175.209,45

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

100%

100%

100%

1.310.696.696

1.267785.122

96,73

42.911.574

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

100%

100%

100%

6.495.588.438

4.417.854.733

68,01

2.077.733.705

Pengelolaan Barang Milik
daerah

100%

100%

100%

6.495.588.438

4.417.854.733

68,01

2.077.733.705

Jumlah

100%

100%

100%

3.172.534.888.643,00

3.143.069.219.685,55

99,07

26.056.121.203,45
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Dari tabel 3.12 dijelaskan tentang Analisis dan Efisiensi Sumberdaya

Tahun 2024 antara lain :

1. Program yang paling besar melakukan efisiensi dari nilai riil adalah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan target sebesar Rp.
3.126.953.427.041 dan realisasi sebesar Rp. 3.103,225.833.356,55 dan
capaian sebesar 99,24% dengan efisiensi sebesar Rp.

23.727.593.685,45.

Kegiatan yang mendukung efisiensi pada program ini adalah Kegiatan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

2. Selanjutnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan efisiensi sebesar Rp. 3.529.986.166 dari target sebesar
Rp. 38.543.956.864 dan realisasi sebesar Rp. 35.013.970.698 dengan
capaian 90,84%.

3. Berikutnya Program yang melakukan efisiensi adalah Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan penetapan target
sebesar Rp. 6.495.588.438 dan telah dilakukan realisasi sebesar Rp.

4.417.854.733 atau capaian sebesar 44,86% dengan efisiensi sebesar Rp.
2.077.733.705

Sub Kegiatan yang mendukung efisiensi adalah Sub Kegiatan

Pengamanan Barang Milik Daerah.

4. Dari nilai persentase yang paling besar melakukan efisiensi adalah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 31,97%, selanjutnya
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 9,16%

dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,76%.
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3.7. ANALISIS PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN
KINERJA

Dari Tabel 3.12 dijelaskan tentang Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2022. Program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Darah Provinsi;
2. Program Pengelolaan KeuangaDaerah ;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Kegiatan yang sangat mendukung Kegiatan pemerintahan
antara lain :
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berkontribusi terhadap
kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
dimulai dari kegiatan penganggaran seperti ; penyusunan KUA dan PPAS,
penyusunan RKA, DPA dan penetapan APBD. Selanjutnya pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban.

Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berkontribusi
dalam rangka pengelolaan aset-aset daerah yang dimulai dari perencanaan
barang milik daerah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan, melakukan
pencatatan atau penatausahaan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban.

Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dilakukan pengamanan
Barang Milik Daerah, melakukan Hibah BMD, pinjam pakai BMD, sewa BMD,
penghapusan BMD, pelaksanaan pelelangan BMD dan kegiatan lainnya

yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.
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3.8. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

NO | PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 | PROGRAM PENUNJANG 38.543.956.864 35.013.970.698 | 90,84
URUSAN PEMERINTAH

A | Perencanaan, Penganggaran 202.728.000 99.825.000 | 49,24
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

B Administrasi Keuangan 19.990.734.446 18.740.277.466 | 93,74
Perangkat Daerah

C | Administrasi Barang Milik 319.561.600 315.929.100 | 98,86
Daerah pada Perangkat
Daerah

D | Administrasi Kepegawaian 894.561.600 576.882.600 | 64,49
Perangkat Daerah

E | Administrasi Umum 5.946.143.818 5.104.216.310 | 85,84
Perangkat Daerah

F Pengadaan Barang Milik 4.100.000.000 4.047.058.400 | 98,71
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

G | Penyediaan Jasa Penunjang 4.662.710.400 4.073.491.252 | 87,36
Urusan Pemerintah Daerah

H Pemeliharaan Barang Milik 2,427.517.000 2.056.290.570 | 84,71
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2 | PROGRAM PENGELOLAAN 3.126.953.427.041,00 3.143.069.219.685,55 | 99,24
KEUANGAN DAERAH

A Koordinasi dan Penyusunan 5.058.581.595 4.799.862.942 | 94,89
Rencana Anggaran Daerah

B Pembinaan Pengelolaan 1.884.342.240 1.694.157.247 | 89,91
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

C | Koordinasi dan Pengelolaan 3.622.230.063 3.352.110.153 | 92,54
Perbendaharaan Daerah

LKIP!
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Koordinasi dan Pelaksanan 3.335.154.080 2.522.670.734 | 75,64
Akuntansi dan  Pelaporan

Keuangan Daerah

Penunjang Urusan 3.111.742.422.367 3.089.589.247.157 | 99,29
Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengelolaan Data dan 1.310.696.696 1.267785.122 | 96,73
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

Lingkup Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN 6.495.588.438 4.417.854.733 | 68,01
BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang  Milik 6.495.588.438 4.417.854.733 | 68,01

daerah

JUMLAH 3.172.534.888.643,00, 3.143.069.219.685,55 99,07

Dari tabel 3.13 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat 3

Program dan 15 Kegiatan. Target, realisasi dan capaian program antara

lain:

1.
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Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan target
sebesar Rp. 38.543.956.864 dan realisasi sebesar Rp. 35.013.970.698

dengan capaian sebesar 90,84%;

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target sebesar
Rp. 3.126.953.427.041 dan realisasi sebesar Rp. 3.143.069.219.685,55

dengan capaian sebesar 99,24%.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target sebesar Rp.
6.495.588.438 dan realisasi sebesar Rp. 4.417.854.733 dengan capaian
sebesar 68,01%.

Target belanja padan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
3.172.534.888.643,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.143.069.219.685,55

atau dengan capaian sebesar 99,07%.




39. INOVASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara maka melakukan inovasi yaitu Aplikasi Drupadi

dan Aplikasi Semerbak.

A. Aplikasi Drupadi

Aplikasi Drupadi adalah Aplikasi Daftar Uraian Pemberhentian
Pembayaran Digital. Aplikasi berguna untuk pengurusan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi ASN yang akan
Pensiun. Aplikasi ini adalah upaya untuk membantu para ASN yang akan
memasuki masa pensiun, Aplikasi memberikan pelayanan dimanapun
berada dan kapanpun, terhindar dari praktik gratifikasi, membudayakan
pelayanan digital,

Penerbitan SKPP secara digital membuat pekerjaan lebih mudah,
efektif dan efisien, penandatanganan dengan tandatangan elektronik
tersertifikasi dari Badan Penyedia Sertifikat Elektronik Pemerintah.

Aplikasi Drupadi memperoleh Juara Harapan I pada lomba Inovasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

B. APLIKASI SEMERBAK
Aplikasi Semerbak adalah Aplikasi Sistem Manajemen Penyaluran
Bantuan Keuangan. Aplikasi digunakan dalam rangka mempermudah
proses penyaluran proses penyaluran anggaran bantuan keuangan
provinsi kepada kabupten/kota
Manfaat Aplikasi Semerbak antara lain :
»  Proses penyaluran yang akuntabel dan transparan;
Mempercepat proses penyaluran;
Arsip digital yang terjaga;

Menghindari potensi korupsi;

YV V VYV V

Efisensi anggaran belanja.
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Pengguna Aplikasi antara lain :

»  OPD Teknis Pemkab/Pemko sebagai pelaksana Kegiatan

»  Inspektorat Pemkab/Pemko sebagai Tim Reviu Pelaksanaan
Kegiatan;

> BKAD Pemkab/Pemko sebagai verifikator dan pengajuan
permohonan

» BKAD Provinsi Sumatera Utara sebagai verifikator atas
permohonan dan memberikan persetujuan dan melakukan

penyaluran dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.

INSTANSI PEMERINTAH
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BAB 1V
PENUTUP

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan

sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerar

Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik yang

menunjukkan hasil yang memuaskan meskipun sub kegiatan pengamanan

barang milik daerah membutuhkan penyelesaian permasalahan terutama

pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1. KESIMPULAN

1.
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Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian kinerja
memenuhi target kinerja yang ditetapkan, selanjutnya dilakukan
perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan.
Kemudian dilakukan analisis dan perumusan terhadap indikator kinerja
dan dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini
adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur
keberhasilan dimaksud.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh
berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang efektif,
kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya),
anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pada Tahun 2024, ada beberapa indikator kinerja yang yang ditetapkan
sejalan dengan program/kegiatan yang mendukung tercapainya
indikator kinerja tersebut yang terlaksana selama kurun waktu Tahun
Anggaran 2024.

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat menjadi ukuran pada perencanaaan

kinerja pada tahun berikutnya.
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4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kinerja dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan dan

pengamanan Barang Milik Daerah.

2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten/Kota.

3. Terus senantiasa melakukan berbagai Inovasi untuk pengelolaan
keuangan dan aset daerah serta memberikan kemudahan terhadap
pelayanan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Medan, 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

.MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721003 199303 1 005
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